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PUTUSAN
Nomor 0045/Pdt.G/2019/PA.Ntn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dalam
sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:
PENGGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah

Dasar pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di
Genting, RT.002 RW.001, Desa Pangkalan, Kecamatan
Searasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan

Riau, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar,
pekerjaan Buruh harian Lepas, semula bertempat
tinggal di Kampung Genting, RT.002 RW.001, Desa
Pangkalan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna,
Provinsi Kepulauan Riau, dan sekarang tidak diketahui
alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12
Februari 2019 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor:
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0141/Pdt.G/2018/PA.Ntn, tanggal 12 Februari 2019, dengan alasan-alasan

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Serasan pada
tanggal 05 Juni 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi
Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:
XXX/VI1/2015 tanggal 05 Juni 2015;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda dengan 1 orang
anak, sedangkan Tergugat berstatus perjaka
Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta’lik talak;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah kontrakan di kampung Genting selama 2 tahun;

5.  Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya
suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama

a. ANAK | PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 04 Desember
2012;
b. ANAK Il PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 24 Juni 2014;
dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan
tetapi sejak Januari 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di
tempat tinggal bersama, Tergugat pergi ke rumah orang tua tergugat di
Tebas Kabupaten Sambas, 4 bulan setelah kepergian Tergugat,
penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat pergi ke Malaysia, setelah itu
Penggugat tidak mengetahui kabar dan keberadaan Tergugat;

7. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah
memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan
selama itu pula Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat;

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah
menderita lahir dan bathin, dan tidak ridha serta bersedia membayar uang
iwad Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak

Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
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perkara ini agar berkenan menetapkan haritanggal persidangan serta

memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus

dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak
pula menyuruh kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor:
0045/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal 12 Februari 2019, dan tanggal 12 Maret 2019,
yang telah dibacakan oleh Hakim di persidangan, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut melalui mass media (Radio Republik Indonesia Ranai)
untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan
oleh suatu halangan yang sabh;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Nomor
XXX/DP/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretaris
Desa an. Kepala Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna
yang menyatakan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan
Januari 2017 sampai sekarang;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Tergugat
tidak hadir, walaupun demikian Hakim tetap menasihati Penggugat agar tetap
bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup
untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap
dipertahankan oleh tanpa ada perubahan ataupun penambahan;
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Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar
tanggapan/jawaban dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan;

Bahwa untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

1.1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/V1/2015, dikeluarkan
tanggal 05 Juni 2015, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat
tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa
oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda
P.1;

1.2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor XXX/DP-SRN/II/2019, atas
nama PENGGUGAT, dikeluarkan tanggal 12 Februari 2019 oleh
Sekretaris Desa an. Kepala Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan,
Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut
telah dibubuhi meterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh
Hakim, selanjutnya diberi tanda P.2;

2. Saksi

2.1. SAKSI | PENGGUGAT, umur 36 tahun tahun, agama Islam,

pendidikan SMA, pekerjaan PTT di SMPN 1 Serasan, bertempat

tinggal di Kp. Air Raya, RT.002 RW.004, Kelurahan Serasan,

Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau,

Saksi sebagai teman Penggugat dan memberikan keterangan di

bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai
suami isteri yang setelah menikah tinggal bersama di rumah
kontrakan di Kampung Genting, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak;

- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
rukun, akan tetapi sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu terlihat

tidak rukun, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah pisah
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rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang
dan sudah tidak diketahui alamatnya, selama pergi Tergugat tidak
ada memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi serta ketika pergi Tergugat tidak
ada meninggalkan harta atau usaha apapun, sehingga Penggugat
bekerja berjualan bakso untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
Penggugat;

- Saksi dan pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar
bersabar dan kembali rukun bersama Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil;

2.2. SAKSI Il PENGGUGAT, umur 20 tahun dan sudah menikah, agama
Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat
tinggal di Kp. Genting, RT.002 RW.001, Desa Pangkalan,
Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau,
saksi sebagai tetangga sekaligus sepupu Penggugat dan
memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai
suami isteri yang setelah menikah tinggal bersama di rumah
kontrakan dekat rumah Saksi di Kampung Genting, dan telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
rukun, akan tetapi sejak Januari 2017 yang lalu terlihat tidak
rukun, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah,
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan
sudah tidak diketahui alamatnya, selama pergi Tergugat tidak ada
memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi serta ketika pergi Tergugat tidak
ada meninggalkan harta atau usaha apapun, sehingga Penggugat
bekerja berjualan bakso untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
Penggugat;
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- Saksi dan pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar
bersabar dan kembali rukun bersama Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain
dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya
tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon
diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada
segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan,
Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan
Pasal 4 ayat (1), pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, secara absolut dan relatif perkara ini
termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama
Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. jo pasal 27
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan
tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara in person,
sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai
wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan,
sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang
sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus tanpa
hadirnya Tergugat (verstek);
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Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Nomor
XXX/DP/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretaris
Desa an. Kepala Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna
yang menyatakan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan
Januari 2017 sampai sekarang dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di
wilayah Republik Indonesia, dengan demikian pemanggilan Tergugat melalui
media masa (RRI Ranai) telah sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah berupaya
menasehati Penggugat agar sabar dan kembali rukun dalam membina rumah
tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan
alasan gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat menikah pada
tanggal 05 Juni 2015 di Serasan, setelah menikah Tergugat mengucapkan
shigat taklik talak, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
kontrakan di Kampung Genting, dan telah bergaul sebagaimana layaknya
suami istri, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Pada awalnya rumah
tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak bulan Januari 2017
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali hingga
sekarang, selama Tergugat meninggalkan Penggugat Tergugat tidak pernah
memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, tidak memperdulikan
Penggugat lagi dan Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya di Republik
Indonesia, maka Penggugat merasa menderita lahir batin dan tidak redha serta
bersedia untuk membayar uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim
menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam
rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan
yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai
dengan ketentuan pasal 19 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara
formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah
bukti Surat berkode P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI |
PENGGUGAT, dan SAKSI Il PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta
Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, alat
bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang
berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah
bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok
dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 ternyata memenuhi syarat
formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi alat bukti P.1 tersebut menerangkan mengenai
Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05
Juni 2015 di Serasan, hal tersebut relevan dengan perkara a quo, dan tidak
bertentangan dengan hukum maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti
tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai
pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal ini telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat
dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan Tergugat setelah akad nikah
telah mengucapkan shigat taklik talak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Asli Surat Keterangan
mengenai kependudukan Penggugat, alat bukti tersebut merupakan akta
otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan
tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah
diperiksa oleh Hakim, dengan demikian alat bukti P.2 telah memenuhi syarat
formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi alat bukti P.2 tersebut menerangkan mengenai
Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Natuna, relevan
dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim
berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti,
sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai
dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa
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Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah

hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Penggugat di
persidangan, setelah diperiksa oleh Hakim, kedua Saksi tersebut bukan saksi
yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., saksi tersebut telah
dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata,
dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi
tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat
bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Hakim, ternyata saksi tersebut
terdiri dari dua orang dan memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh
Pasal 306 R.Bg keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 mengetahui secara langsung
hubungan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat pisah
rumah sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu atau sejak bulan Januari 2017,
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah kembali serta tidak
memperdulikan Penggugat lagi dan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui
alamatnya, berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri sebagaimana ketentuan
Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain
sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi tersebut
telah memenuhi syarat materiil pembuktian, maka keterangan kedua saksi
tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dan
keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah
diajukan Penggugat, Hakim menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada
tanggal 05 Juni 2015 di Serasan, setelah menikah Tergugat mengucapkan
shigat taklik talak, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
terakhir di Kampung Genting, telah bergaul sebagaimana layaknya suami
isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

2. Bahwa sejak bulan Januari 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

dari rumah kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi hingga sekarang,
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tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat serta tidak ada
meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat
dan tidak memperdulikan Penggugat lagi, serta sudah tidak diketahui lagi
keberadaannya yang hingga sekarang telah berjalan lebih dari 2 (dua)
tahun 6 (enam) bulan;

3. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu
rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat dengan
keterangan para saksi, maka Hakim berpendapat bahwa harus dinyatakan
terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak memberi
nafkah wajib kepada Penggugat Penggugat dan telah membiarkan serta tidak
memperdulikan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan
berturut-turut, maka apabila dihubungkan dengan sighat ta'lik talak yang
ternyata diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, maka harus
dinyatakan syarat sighat talak angka 1, angka 2 dan angka 4 telah terpenuhi
dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri telah siap
memberikan uang iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka
dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal
119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi
antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu khul'i dari Tergugat atas
diri Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa
firman Allah SWT surat Al-BagarAh ayat 229 yang berbunyi:

A ) Lad Laggle ~lia DU Al 29 Loy Vi 388 4
Artinya:
"Jika kamu hawatir bahwa keduanya ( suami isteri itu ) akan

melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya

atas bayaran yang diberikan (isteri) untuk menebus dirinya"
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Menimbang, bahwa Hakim telah memperhatikan pula pendapat ulama
figh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz Il halaman 359, yang

kemudian diambil sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

.‘a).SJlJ_g;j.\..'oéj .‘a_}.ierlﬁlbé.‘blﬁ.}}

Artinya :
"Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka

jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989
yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 326.000,- (tiga ratus duapuluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Natuna
yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 23 Dzulga’dah 1440 Hijriyah, oleh Rifgi Muhammad
Khairuman, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dijatuhkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut
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dengan dibantu oleh Drs. Ishak, sebagai Panitera serta dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Rifgi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera

Drs. Ishak
Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses :Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 230.000,-
4. Redaksi :Rp. 10.000, -
5. Meterai :Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)
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